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Abstract : This study focuses on revealing the policies of social welfare development by using maqashid syari’ah
namely: religion (din), reason (‘aql), soul (nafs), descent (nasl), and proverty (mal) as a model of
regional welfare development in Malang city. The unfulfilled basic rights of economic needs will cause
economic problems. The limitation of Human Development Index (HDI) in measuring human’s welfare is
deemed inadequae due to the absence of spiritual welfare. This paper will discuss the application of
maqashid al sharia as a model of Government’s policy development in Malang City. This study uses
qualitative approach with data collect is performed through interviews, observation and documentation.
The results of this study indicate that: 1) The public welfare development policies and strategies applied
by the Malang Government are: a) The preservation of religion (hifzu al- din): forming prosperous,
religious and tolerant society, b) The preservation of mind (hifzu al- ‘aql): creating educated society, c)
Guarding the soul (hifzu al- nafs):establising clean and healthy society and providing excellent public
services, d) Preservation of hereditary (hifzu al- nasl): child and pregnant women’s health counselling, e)
Preservation of property (hifzu al- mal): Improving regional economic sectors, creating tourism cities
and building local infrastructure.
Keywords: Maqashid Syari’ah, Social Welfare, Government Policy.
Abstrak : Fokus penelitian ini, ingin mengungkap kebijakan pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan
menggunakan maqashid syari’ah yaitu: agama (din), akal (‘aql), jiwa (nafs), keturunan (nasl), dan harta
(mal) sebagai model pengembangan kesejahteraan daerah di Kota Malang. Tidak terpenuhinya hak
dasar kebutuhan ekonomi akan menimbulkan problem ekonomi yang jauh dari kesejahteraan.
Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kesejahteraan manusia dianggap
kurang tepat, dikarenakan tidak adanya kesejahteraan rohani. Penelitian ini akan membahas penerapan
maqashid al sharia sebagai model pengembangan kebijakan Pemerintah di Kota Malang.
Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatif, jenisstudikasusdenganpengumpulan data
menggunakanwawancara, observasidandokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1)
Kebijakan dan strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang meliputi; a)
Penjagaan agama (hifzu al- din): membentuk masyarakat yang makmur, agamis dan toleran, b)
Penjagaan akal (hifzu al- ‘aql): Menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik, c) Penjagaan jiwa
(hifzu al- nafs): Membentuk masyarakat yang bersih dan sehat serta Memberikan pelayanan publik yang
prima, d) Penjagaan Keturunan (hifdzu al- nasl): Pembinaan anak- anak dan kesehatan Ibu hamil, e)
Penjagaan harta (hifzu al mal): Meningkatkan sektor perekonomian daerah, menciptakan Kota wisata
dan membangun infrastruktur daerah.
Kata Kunci :Maqashid Syari’ah, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Pemerintah.
A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat dapat
diukur dari kualitas dan kelayakan hidup.
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
mengukur kesejahteraan dengan
kemampuan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pokok dan
meningkatnya kualitas pendidikan,
kesehatan dan kelayakan hidup.1 Masalah
kemiskinan merupakan masalah yang
kompleks dan bersifat multidimensional
karena sangat erat kaitannya dengan
berbagai aspek kehidupan baik sosial,
ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.
Menurut MDGs (Millennium
Development Goals) mengukur
1 Tim BPS, Indeks Pembangunan Manusia,
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kesejahteraan masyarakat secara
internasional melalui proporsi penduduk
atau kemampuan penduduk dengan daya
beli di atas $ 1,25 atau Rp. 17.000,00 per
hari, karena daya beli rendah diakibatkan
pada ketidakmampuan masyarakat dalan
kebutuhan pokok.2
Undang- undang Indonesia No. 32
2004 pasal 223, telah menjelaskan tentang
otonomi daerah, bahwasanya pemerintah
daerah mempunyai kewajiban
diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas
dan kehidupan masyarakat,
mengembangkan demokrasi,
mewujudkan keadilan dan pemerataan,
meningkatkan dasar pendidikan,
menyediakan fasilitas pelayanan
kesehatan, dan menyediakan fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak.
Kota Malang dikenal dengan kota
yang memiliki manajemen pariwisata dan
pendidikan yang baik. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya perguruan tinggi
sebagai akses untuk menambah ilmu
pengetahuan dan meningkatkan sumber
daya manusia serta dilengkapi dengan
perpustakaan yang memadai yang telah
dikelola oleh Pemerintah. 4 Selain itu,
berdasarkan laporan BPS, menunjukkan
bahwa kesejahteraan masyarakat di Kota
2 BadanPusatStatistik, Millenium
Development Goals 2016.
3 Undang- undang Dasar Republik
Indonesia.
4 Buku Profil Kota Malang 2017,
Pemerintah Kota Malang.
Malang terus meningkat, hal ini dapat
dilihat dari peringkat posisi pertama Se-
Jawa Timur periode 2015-2016 (IPM
Jawa Timur: 2016).5
Menurut Ishaq dalam Irfan Syauqi
(2016) 6 menyatakan bahwa penyebab
kegagalan pembangunan ekonomi karena
adanya pengabaian instrumen
pembangunan yang sesuai dengan agama
dan budaya. Menurut Bayu Taufiq 7
menyatakan bahwa al- Imam (pemimpin)
dan al- maslahah, keduanya merupakan
porsi penting dalam sebuah proses
pengambilan kebijakan tata kelola suatu
wilayah atau negara beserta seluruh
strategi pembangunan ekonominya.
Ideologi adalah sebuah tatanan
masyarakat yang didalamnya
menyangkut sistem ekonomi, politik
sosial dan budaya yang dicita-citakan
oleh individu, kelompok, golongan atau
masyarakat luas yang kemudian menjadi
landasan untuk bertindak. Ideologi dalam
partai politik akan memainkan fungsinya
dan bergerak dalam program kebijakan
partai yang kemudian akan menjadi
program kerja untuk menyikapi persoalan
yang ada dalam masyarakat. Program dan
5Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan
Manusia Kota Malang 2016, diaksesKamis, 28
September 2017, pukul 11.06 WIB.
6 Irfan Syauqidan Laily Dwi, Ekonomi
Pembangunan Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 2016), hlm. 12.
7 Bayu Taufiq, Pembangunan Ekonomi,
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nilai- nilai ini berkaitan dengan
kesejahteraan, pendidikan, kesehatan,
ketenangan, kenyamanan.8
Maslahah di sisi lain adalah
perangkat hukum yang digunakan dalam
teori hukum Islam untuk
mempromosikan kepentingan publik dan
mencegah kejahatan sosial atau korupsi.9
Penelitian ini ingin mengeksplorasi
bagaimana dua konsep, yaitu maqashid
syari’ah dan program pembangunan
daerah yang dapat terintegrasi dan
menciptakan kesejahteraan masyarakat
dengan adanya keadilan dan
kesejahteraan (mashlahah). Program
kesejahteraan masyarakat adalah bentuk
dari sebuah tanggung jawab untuk setiap
pemerintah, sektor industri, perdagangan,
dan sektor jasa lingkungan.
Dalam hal ini suatu entitas dalam
melaksanakan aktivitas pelaksanaan
pelayanan masyarakat, bertujuan untuk
memperoleh  kepercayaan, juga
diharapkan mempunyai kepedulian sosial
yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya. Penelitian ini, peneliti
akan mengkaji dan menganalisis konsep
maqashid syari’ah dalam hal penjagaan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
8 Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran
Ideologi dalam Partai Politik. Jurnal Ilmu Politik dan
Ilmu Pemerintah, Vol 1, No. 1, 2011, hlm. 35.
9 Saiful Mukhlis dan Anna Sutrisna,
Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Corporate
Social Responsibility Di PT Bank Muamalat
Indonesia, Jurnal Akuntansi Multi paradigma
JAMAL, Nomor 1, Volume 7, April 2016.
melalui Pengembangan Kebijakan
Kesejahteraan Masyarakat di Kota
Malang pada Periode Kepemimpinan





didefinisikan adalah kehilangan rasa
kemiskinan. Dengan menggunakan
ukuran batas kemiskinan
PPP(Purchasing Power Parity) US $
perkapita perhari, yaitu nilai tukar
yang menunjukkan daya beli mata
uang di suatu negara, untuk membeli
barang dan jasa yang sama di negara
lain. Contoh sederhananya adalah
apabila di Indonesia seseorang
membeli beras seharga Rp. 9.000 per
liter, sementara di Amerika Serikat
satu liter beras dengan kualitas yang
sama harganya 1(satu) US$, dengan
nilai tukar biasa artinya Rp. 14.000,
tetapi dengan pengertian nilai tukar
PPP, maka orang di Indonesia yang
membeli beras dianggap telah






10 UNDP- Indonesia, diakses Kamis, 26
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sebagai kemampuan untuk
memperluas pilihan- pilihan dalam
hidup, antara lain dengan memasukkan
penilaian “adanya partisipasi dalam
pengambilan keputusan publik”.
Kesejahteraan menurut
BAPPENAS 11 : Kesejahteraan
didefinisikan sebagai kondisi dimana
seseorang atau sekolompok orang,
laki- laki dan perempuan mampu





1945 12 : Kesejahteraan didefinisikan
sebagai kondisi dimana seseorang atau
sekolompok orang, laki- laki dan
perempuan mampu memenuhi hak-
hak dasarnya untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat.
Kesejahteraan menurut Wahyu
Ilahi: Kesejahteraan merupakan tujuan
dari ekonomi Islam. Kesejahteraan
merupakan bagian dari rahmatan lil
a’lamin. Kesejaheraan akan
didapatkan oleh setiap manusia jika
melaksanakan apa yang
diperintahkannya. Penjelasan
11 Bappenas- Indonesia, DiaksesKamis, 26
Januari 2017, pukul 13.42
12 Undang- Undang Dasar Republik
Indonesia 1945
kesejahteraan telah dijelaskan pada
Qs. Al- Nahl: 97
“Barang siapa mengerjakan
kebaikan, baik laki- laki maupun
perempuan dalam keadaan
beriman, maka pasti akan kami
berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan akan kami beri
balasan dengan pahala yang
lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.”
Kesejahteraan merupakan suatu
jaminan dari Allah SWT yang
diberikan kepada setiap manusia laki-
laki atau perempuan yang beriman
kepadaNya. Allah SWT juga akan
membalas berbagai amal perbuatan
baik orang- orang yang bersabar
dengan pahala yang lebih baik dari
amalnya. Kehidupan yang baik adalah
kehidupan yang bahagia dan puas
dengan rezeki yang halal, termasuk
didalamnya mencakup seluruh bentuk
ketenangan apapun dan bagaimanapun
bentuknya.13
‘Kemudian Kami berfirman,
“Wahai Adam, sungguh (ini)
iblis musuh bagimu dan bagi
istrimu, maka sekali- sekali
jangan sampai dia
mengeluarkan kamu berdua dari
syurga, nanti kamu celaka.
Sungguh, ada (jaminan)
untukmu di sana,engkau tidak
akan kelaparan dan tidak akan
telanjang. Dan sungguh, di sana
engkau tidak akan merasa
dahaga dan tidak akan ditimpa
13 Salim Bahreisydan Said Bahreisy,
Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV,
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panas matahari.”( Qs. Thaha
117- 119)
Kesejahteraan menurut
pengertian Al- Qur’an tercermin di
syurga yang dihuni oleh Nabi Adam
dan isterinya sesaat sebelum mereka
bertuga sebagai khalifah bumi.
Kesejahteraan yang digambarkan
dalam ayat ini menjamin adanya
pangan, sandang, dan papan yang
diistilahkan dengan tidak kelaparan,
tidak merasa dahaga, tidak telanjang,
dan tidak kepanasan oleh matahari.
Sedangkan kebalikan darinya adalah
kehidupan yang sempit, yakni jauh
dari tentram dan tenang, selalu tidak
puas, dadanya sesak dan gelisah
walaupun lahirnya tampak mewah,
serba ada, cukup pakaian dan tempat
tinggalnya.14
“Dan sungguh, Kami telah
menempatkan kamu dibumi dan
di sana Kami sediakan sumber
penghidupan untukmu. Tetapi
sedikit kamu bersyukur”(Qs. Al-
A’raf: 10)
Pada ayat ini, Allah SWT
mengingatkan kepada hambaNya
untuk mensyukuri nikmat yang telah
diberikanNya. Nikmat itu adalah
sarana untuk mendapatkan
kesejahteraan berupa bumi ang
dicipakanNya untuk tempat tinggal,
14 Salim Bahreisydan Said Bahreisy,
Terjemah Tafsir Jilid V,hlm. 283.
tempat memenuhi segala hajat hidup,
menguasai tanah, hasil tanamannya,
binatang binatangnya, dan tambang-
tambangnya.15
“Dan hendaklah takut kepada
Allah orang- orang yang
sekiranya mereka meninggalkan
keturunan yang lemah
dibelakang mereka, yang mereka
khawatir terhadap
(kesejahteraannya). Oleh karena
itu, hendaklah mereka bertaqwa
kepada Allah dan hendaklah
mereka berbicara dengan tutur
kata yang benar.” ( Qs. An-
Nisa’: 9)
Kesejahteraan dapat diperoleh
hanya dengan ketaqwaan kepada Allah
SWT dan berbicara secara jujur dan
benar. Dalam ayat ini, Allah SWT
meminta kepada setiap hambaNya
untuk memperhatikan kesejahteraan
generasi yang akan datang. Maka
generasi yang kuat dengan ketaqwaan
harus dipersiapkan. Nabi Muhammad
SAW telah melarang umatnya untuk
memberikan seluruh hartanya kepada
orang lain. Nabi Muhammad SAW
bersabda: “Sesungguhnya bila kamu
meninggalkan ahli warismu dalam
keadaan berkecukupan adalah lebih
baik dari pada membiarkan mereka
dalam keadaan miskin dan meminta
minta kepada orang lain.”
“Dan ingatlah ketika Ibrahim
berdoa: “Ya Tuhanku,
15 Salim Bahreisydan Said Bahreisy,
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jadikanlah negeri ini negeri
yang aman sentosa, dan
berikanlah rezaki dari buah-
buahan kepada penduduknya
yang beriman diantara mereka
kepada Allah dan hari
kemudian. Allah berfirman:
“Dan kepada orang yang
kafirpun Aku beri kesenangan
sementara, kemudian Aku paksa
ia menjalani siksa neraka dan
itulah seburuk- buruk tempat
kembali.”(Al- Baqarah: 126)
Kesejahteraan hanya diperoleh
dengan penyerahan diri sepenuhnya
kepada Allah SWT. Ajaran Islam
mengajarkan juga tentang konsep
untuk berbagi, membagi nikmat,
membagi kebahagiaan danketenangan
tidak hanya untuk individu namun




merupakan terpeliharanya suatu tujuan
syara’ (maqashid syari’ah). Manusia
tidak dapat merasakan kebahagiaan
dan kedamaian bathin melainkan
setelah mencapai kesejahteraan yang
sebenarnya dari seluruh umat manusia
di dunia melalui pemenuhan
kebutuhan- kebutuhan rohani dan
materi. Agar tercapai sebuah
kemashlahatan, al- Ghazali
menjabarkan sumber kesejahteraan
16 Salim Bahreisydan Said Bahreisy,
Terjemah Tafsir , Jilid I, hlm. 223
yaitu terjaganya agama, jiwa,akal,
keturunan dan harta.17
Kesejahteraan (maslahah) dalam
hal ini merupakan pencapaian seorang
individu kepada tingkat pemenuhan
kebutuhan yang standar, sehingga
menciptakan pola kehidupan yang
stabil dengan terpeliharanya maqashid
syari’ah. Ekonomi memiliki dua
dimensi yaitu (ilahiyah) ekonomi yang
berasaskan ketuhanan yang
berorientasi kepada Allah yaitu akhirat
dengan menggunakan sarana atau cara
yang tidak lepas dari norma syari’ah





dengan falah dan hayatan thayyibah
agar tercipta kehidupan muslim yang
bahagia di dunia dan akhirat. Karena
kebahagiaan adalah suau refleksi dari
kedamaian pikiran atau al nafs al-
muthmainnah 18 yang dimaksudkan
dalam Al- Qur’an (al- Fajr, 89: 27),
bahwa hal tersebut tidaklah dapat
17 Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali,
Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam
Ihya’Ulumudin (Surabaya:Bina Ilmu, 2010), hlm. 53-
56.
18”Wahai jiwa yang tenang” ini menyatakan
bahwa kemungkinan untuk mencapai keadaan jiwa
yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila
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dicapai kecuali kehidupan manusia
selaras dengan dunia batinnya.
C. METODE PENELITIAN
Pendekatan pada penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. 19
Metodologi Kualitatif dengan studi
multikasus ini, akan didiskripsikan
mendalam, sehingga mampu
menghasilkan penelitian dengan baik.
Penelitian ini fokus pada kebijakan
pemerintah periode tahun 2011- 2013 dan
2014- 2016 yang mencakup hifzu al- din,
hifzu al- nafs, hifzu al- nasl, dan hifzu al-
mal sebagai model pembangunan
ekonomi yang mampu meningkatkan
kesejahteraan.
Data primer yang berasal dari
wawancara mendalam dan observasi
secara langsung di lapangan agar dapat
mengamati, memahami secara cermat
berkaitan dengan topik penelitian. 20 Di
dukung dengan data sekunder berasal dari
data tertulis seperti buku arsip, laporan
kegiatan, foto, video pelaksanaan
kegiatan serta data kepustakaan dari
literatur yang relevan 21 seperti: al-
Muwafaqaat fi ushul al- ahlam karya
Asy- syaithibi, membumikan Hukum
Islam melalui Maqashid Syariah karya
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012),
hlm. 9.
20 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian
suatu Pendekatan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).
hlm. 77
21 Suharsini Srikunto, hlm. 107.
Jasser Auda, dan Islam dan pembangunan
Ekonomi karya Umar Chapra.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota
Malang berdasarkan Maqashid
Syari’ah
a. PenjagaanAgama(Hifzu al- Din):
Kehidupan sosial beragama yang
berkualitas dan toleran; Kehidupan
sosial yang tertib; Sosialisasi wakaf
Kota  Malang; Himbauan sholat
berjama’ah pada awal waktu;
Pembangunan keluarga sakinah;
Safari Ramadhan dan silaurahmi
ulama; Mewajibkan membayar
zakat kepada seluruh jajaran
lingkungan kerja Pemerintah.
Menurut teori Umar Chapra 22
sebuah Pemerintah yang baik
apabila dapat mengajak
masyarakatnya untuk beribadah
kepada Allah SWT yaitu
melaksanakan segala perintahNya
dan menjauhi segala laranganNya.
b. Penjagaan Akal (Hifzu al- ‘aql):






22 Umar Chapra, The Islamic Vision of
Development In The Light of Maqashid Syari’ah,
(London: The International Institute of Islamic
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sejahtera apabila Pemerintah telah
memenuhi dan menyadiakan sarana
pendidikan. Menurut Umar
Chapra 23 kemajuan daerah dapat
dilihat dari kualitas pendidikan.
Akal yang sehat manusia akan lebih
tepat menggunakan ilmunya
dengan baik. Teori tersebut
didukung oleh Jasser Auda24 bahwa
kesejahteraan atau kemashlahatan
dibangun dengan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas dengan
cara mengembangkan pikiran
secara ilmiah.
c. Penjagaan Jiwa (Hifzu  al- nafs):
Meningkatkan kualitas publik
secara prima; Peningkatan kualitas
peraturan daerah; Pengelolaan
sampah TPS; Peningkatan luasan
ruang terbuka; Peningkatan
pelayanan kesehatan, sarana dan
prasarana kesehatan; Meningkatkan
kesehatan ibu dan anak;
Meningkatkan sistem transportasi;
Pengobatan herbal gratis bagi lansia
dan warga miskin; Peningkatan
tenaga medis; Peningkatan kualitas
23 Umar Chapra, The islamic Vision of
Development In The Light Of Maqashid Syari’ah,
hlm. 27.
24 JasserAuda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqashid Syari’ah, (Bandung, Mizan, 2008),
hlm. 57.
bayi; Peran dan sosialissi Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
Peningkatan sarana sanitasi dasar di
masyarakat;
Mengoperasionalisasikan rencana
tata ruang sesuai dengan hirarki
perencanaan (RT- RW) sebagai
koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan antar sektor dan
wilayah; Peningkatan kualitas air,
tanah dan udara; Menanam dan
menumbuhkembangkan partisipasi
masyarakat untuk aktif dalam
perencanaan pembangunan;
Meningkatkan pengelolaan sampah




dan ketertiban di masyarakat;
Meningkatkan pendidikan politik,
hukum, dan HAM; Melindungi
konsumen atas peredaran makanan
halal.
Umar Chapra 25 menyatakan bahwa
untuk memenuhi kesejahteraan,
seseorang harus memiliki jiwa yang
sehat agar dapat menjalankan
syari’at kehidupan.
d. Penjagaan Keturunan (Hifzu al-
nasl): Pembinaan keluarga
25 Umar Chapra, The islamic Vision of





AL-INTAJ, Vol.5, No.2, September 2019




ibu dan anak; Pembinaan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial.
Menurut Umar Chapra 26 kebijakan
dalam penjagaan keturunan
dibutuhkan agar tercipta generasi
yang baik dan berakhlak mulia
pada masa yang akan datang.
Sedangkan Jasser
Auda 27 menambahkan melalui
keluarga yang berorientasi pada
nilai- nilai moral dan hukum Islam.
Didukung oleh kebijakan Hatta 28
bahwa kepentingan masyarakat
wajib diutamakan, yaitu hal- hal
dan harkat martabat individu orang-








dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Malang sesuai dengan teori Umar
Chapra dan Jasser Auda yaitu
26 Umar Chapra, The islamic Vision of
Development In The Light Of Maqashid
Syari’ah,...hlm. 31.
27 JasserAuda, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqashid Syari’ah...hlm. 56.
28 Anwar Abas, Bung Hatta dan Ekonomi
Islam Menangkap Makna Maqashid Syari’ah, hlm.
179.
menciptakan keluarga sakinah
untuk generasi yang berakhlak
mulia.







Mencipakan iklim usaha yang
kondusif dan menarik investasi;
Mingkatkan akses dan perluasan
pasar ekspor serta perkuatan kinerja
eksportir dan calon eksportir;
Memfasilitasi pemakaian produk





sejahtera apabila Pemerintah dapat
meningkatkan sektor perekonomian.
Konsep pemeliharaan harta dalam
mencapai kehidupan yang sejahtera
menurut Umar Chapra 29 yaitu harta
merupakan kebutuhan yang sangat
penting untuk memenuhi keempat
maqashid syari’ah. Konsep tersebut
didukung dengan konsep
29 Umar Chapra, The islamic Vision of
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kesejahteraan As- Syathibi 30
memperoleh harta sebagai sarana
kehidupan di dunia dan akhirat serta
dapat memanfaatkannya untuk
kesejahteraan sesama manusia.
Sedangkan Jasser Auda 31
mengembangkan penggunaan
maqashid (hifzu al- mal) dalam bidang
ekonomi, masyarakat sejahtera dan
pengurangan perbedaan antar kelas
social ekonomi.
Menurut Umar Chapra 32 Untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat
dalam pembangunan daerah, dengan
memenuhi kebutuhan primer setiap
individu dan masyarakat yang sesuai
dengan tujuan hidup manusia yaitu
maqashid syari’ah yang meliputi:
Penjagaan agama (hifzu al- dien);
Penjagaan akal (hifzu al-
‘aql);Penjagaan jiwa (hifzu al- nafs);
Penjagaan keturunan (h{ifz{u  al-
nasl); e) Penjagaan harta (hifzu al-
mal).
Kemaslahatan atau kesejahteraan
diartikan sebagai segala sesuatu yang
menyangkut rizqi manusia,
pemenuhan kehidupan manusia, dan
perolehan apa- apa yang dituntut oleh
kualitas- kualitas emosional dan
30Hamka Haq, Al- Syathibi Aspek Teologis
..., hlm. 100- 101.
31 JasserAuda, Membumikan Hukum .....,
.hlm. 59.
32 Umar Chapra, The islamic ..., hlm. 4.
intelektualnya, dalam pengertian yang
mutlak. 33 Kemaslahatan akan tercipta
apabila kelima maqashid syari’ah
dapat direalisasikan dengan baik.
Berdasarkan konsep maqahid
syari'ah di atas, model pembangunan
ekonomi Islam berdasarkan kebijakan
pemerintah. Proses tujuan
pembangunan adalah untuk mencapai
kesejahteraan duniawi dan ukhrawi
yang lebih baik yang mampu
memelihara kesejahteraan sosial
masyarakat. Kebijakan spiritual dan
pemerintah dapat memastikan
pertemuan maqashid syari'ah, karena
mereka mengarahkan transformasi
sikap dan perilaku budaya melalui
pengembangan individu dan reformasi
kelembagaan yang didukung oleh
kebijakan Islam. Singkatnya, proses
ini diilustrasikan pada gambar 1.
Gambar 1. Maqa<shid Syariah sebagai
Model Pembangunan Ekonomi Daerah
33 Umar Chapra, Islam dan Pembangunan
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pemeliharaan agama (al-din), jiwa/
kesehatan (al-nafs), akal (al-'aql),
keturunan (an-nasl) dan kekayaan/
milik (al-mal). Berdasarkan data pada
lapangan menunjukkan bahwa peran
motivasi yang diberikan melalui
pendekatan ulama daerah berdampak
pada peningkatan kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan masyarakat yang sesuai
dengan ajaran Islam seperti yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW
yang akan menyeimbangkan
kesejahteraan mereka duniawi dan
akhirat.
E.KESIMPULAN
Kesejahteraan yang ingin dicapai
oleh masyarakat atau publik bukan hanya
berwujud duniawi, melainkan
kesejahteraan yang berbasis maqashid
syari’ah sebagai dasar keseimbangan
antara duniawi dan ukhrawi. Hal ini
sangat berbeda dari apa yang telah
dicapai kesejahteraan konvensional
dalam pembangunan ekonomi, dimana
kesejahteraan konvensional lebih
menekankan pada kesejahteraan secara
fisik atau materi yang di ukur melalui
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Maqashid Syari’ah sistem yang mengatur
dalam pembangunan ekonomi yang
mengarah ke sistem pemerintahan Islam.
Perkembangan spiritual akan
menciptakan manusia yang ideal akan
membentuk sikap dan perilaku
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